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Abstrak: Pengaturan sumber daya air awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1974 Tentang Pengairan Oleh karena konten undang-undang tersebut sudah tidak
sesuai dengan perkembangan zaman. Maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2004 Tentang Sumber daya Air Hadirnya UU 7/2004 ini malah memberikan citra buruk
terhadap pengaturan sumber daya air di Indonesia. MK melalui Putusan Nomor
85/PUU/X1/2013 kemudian membatalkan UU 7/2004 dan menyatakan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat. Namun perlu digaris bawahi bahwa pembatalan tersebut tidak
serta merta ikut membatalkan peraturan pelaksana dari UU 7/2004 yang memiliki
konsekuensi logis menghidupkan kembali undang-undang lama yang usang dan tidak sesuai
dengan perkembangan zaman. Oleh karena mencegah terjadinya kekosongan hukum
dibidang sumber daya air. Hal ini berakibat pada sistem pengelolaan sumber daya air yang
juga ikut berubah. Atas dasar inilah penulis kemudian mengajukan rencana penelitian yang
akan mengkaji Implikasi Hukum Pengaturan Sumber Daya Air Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-X1/2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah
metode penelitian normatif. pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan undang-
undang pendekatan kasus pendekatan histori pendekatan komparatif dan pendekatan
konseptual. Terhadap pengaturan SDA, Implikasi pembatalan UU 7/2004 maka
dikembalikan ke UU 11/1974 sampai dibentuk UU terbaru yang mengatur SDA. Lalu,
dibentuk UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air untuk mengganti UU 11/1974
yang tidak sesuai dengan konteks zaman.
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I. PENDAHULUAN

Air adalah kebutuhan konsumsi
primer makhluk hidup baik manusia,
hewan, dan tumbuhan tanpa terkecuali.
Pada waktu dan wilayah tertentu dapat
mengalami kelangkaan, namun diwaktu
dan wilayah yang lain dapat mengalami
kelebihan air. Olehnya itu, dibutuhkan
pengelolaan sumber daya air yang baik
untuk  mengatur  kelangsungan  dan
ketersediaannya. Di Indonesia sendiri,
pengaturan terkait sumber daya air
mengalami pasang surut. Oleh karena
banyak pihak swasta yang mengintervensi
pengelolaan sumber daya air. Sementara di
konstitusi cukup jelas diatur, pada Pasal
33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. yang
diperuntukkan untuk rakyat Indonesia.

Pengaturan sumber daya air awalnya
diatur dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1974  Tentang Pengairan
(Selanjutnya disebut UU 11/1974). Oleh
karena konten undang-undang tersebut
sudah tidak sesuai dengan perkembangan
zaman. Maka diterbitkan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber
daya Air (Selanjutnya disebut UU 7/2004).
Hadirnya UU  7/2004 ini  malah
memberikan  citra  buruk  terhadap
pengaturan sumber daya air di Indonesia.
Hal ini didasarkan atas pengelolaan air
terkait hak guna usaha air. Menurut
undang-undang ini, pada pokoknya
terdapat dua jenis hak guna atas air di
Indonesia, yakni hak guna pakai air dan
hak guna usaha air.

MK melalui keputusan Nomor
85/PUU/X1/2013 kemudian membatalkan
UU 7/2004 dan menyatakan tidak
memiliki  kekuatan hukum mengikat.
Namun perlu digaris bawahi bahwa
pembatalan tersebut tidak serta merta ikut
membatalkan peraturan pelaksana dari UU
7/2004.

Konsekuensi logis dari Putusan MK
Nomor 85/PUU/X1/2013 ini
menghidupkan kembali undang-undang
lama yang usang dan tidak sesuai dengan
perkembangan zaman. Oleh karena

mencegah terjadinya kekosongan hukum
dibidang sumber daya air. Hal ini
berakibat pada sistem pengelolaan sumber
daya air yang juga ikut berubah.

Menjadi politik hukum paling krusial
terhadap pengelolaan sumber daya air di
Indonesia ialah karena UU 11/1974 dibuat
sebelum amandemen UUD NRI 1945.
Pada saat itu prinsip desentralisasi dan
otonomi daerah belum berlaku. Artinya,
segala bentuk pengelolaan air hanya
dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal
mana bertentangan pula dengan Pasal 18
UUD NRI 1945, khususnya ayat (2) dan
ayat (5). Selain itu, tentu akan ada
ketidakharmonisan antara UU 11/1974
dengan peraturan pelaksananya.

Politik hukum Indonesia dibidang
sumber daya air kemudian mengalami
perkembangan, pasca  diterbitkannya
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019
Tentang Sumber Daya Air (Selanjutnya
disebut UU 17/2019) vyang sekaligus
mencabut dan menyatakan tidak berlaku
UU 11/1974. Melalui UU 17/2019 ini juga
secara tidak langsung mempertegas bahwa
preseden buruk vyang terjadi saat
berlakunya UU 7/2004 tidak terulang
kembali. UU 17/2019 yang telah berlaku
enam tahun (2015-2021) diharapkan
mampu menghilangkan dampak buruk
yang ditinggalkan UU 7/2004 yang terlah
berlangsung lebih dari sepuluh tahun
(2004-2015).

Atas dasar inilah penulis kemudian
mengajukan rencana penelitian yang akan
mengkaji Implikasi Hukum Pengaturan
Sumber Daya Air Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
X1/2013.

Il. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam
penelitian ini ialah metode penelitian
normatif. Adapun yang digunakan untuk
menjawab rumusan masalah adalah
pendekatan kasus (case approach),
pendekatan undang-undang (statue
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approach), dan pendekatan komparatif Kemudian, terhadap kedudukan
(comparative approach). pemohon yang dirugikan atas berlakunya
UU 7/2004 tentang sumber daya air,
I1l. HASIL PENELITIAN mengacu pada Pasal 51 Ayat (1) UU
Ratio Decidendi Mahkamah Konstitusi Mahkamah  Konstitusi, dapat dilihat
dalam Memutus Perkara Nomor apakah permohonan tersebut mewakili
85/PUU-X1/2013 perorangan WNI (termasuk kelompok
Mahkamah  Konstitusi  sebelum orang yang memiliki kepetingan sama),
mempertimbangkan pokok permohonan kesatuan masyarakat hukum adat yang
pemohon atas uji konstitusionalitas UU masih hidup dan sesuai dengan prinsip
7/2004 Tentang sumber daya air, MK undang-undang, badan hukum publik atau
terlebih dahulu mengacu pada Pasal 51A privat, atau lembaga negara.
Ayat (2) huruf (a) dan (b) UU Mahkamah Bahwa berdasarkan pasal tersebut di
Konstitusi, dengan mempertimbangan dua atas, mahkamah kemudian menilai ada
hal: satu pemohon yaitu pemohon Il diantara
1) Kewenangan MK dalam mengadili sebelas (11)
permohonan, dan Selanjutnya, terkait ratio decidendi
2) Kedudukan hukum (legal standing) mahkamah terhadap pokok permohonan
pemohon dalam mengajukan atas uji konstitusinalitas sebagian atau
permohonan yang berisi  uraian keseluruhan UU 7/2004 tentang sumber
tentang hak dan/atau kewenangan daya air. Garis besar pokok permohonan
konstitusi pemohon yang dianggap pemohon adalah 1) Pengelolaan air dengan
dirugikan dengan berlakunya undang- mempergunakan instrumen pemberian hak
undang yang dimohonkan guna air, sebagaimana diatur dalam Pasal
6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10;
Atas uji konstitusionalitas terhadap 2) Pendayagunaan sumber daya air,
Pasal 6 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 7 termasuk pengusahaan air, sebagaimana
Ayat (1) dan (2), Pasal 8 Ayat (1), (2), (3), diatur dalam Pasal 26, Pasal 29, Pasal 45,
dan (4), Pasal 9 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal Pasal 46, Pasal 48, dan Pasal 49; 3)
10, Pasal 26 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), Pembiayaan sebagaimana diatur dalam
dan (7), Pasal 29 Ayat (2) dan (5), Pasal 45 Pasal 80; dan 4) Gugatan masyarakat dan
Ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 46 Ayat organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal
(1), (2), (3), dan (4), Pasal 48 Ayat (1), 90, Pasal 91, dan Pasal 92. Adapun dalil-
Pasal 49 Ayat (1), Pasal 80 Ayat (1), (2), dalilnya adalah:
(3), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 91 serta 1) Melakukan Pengujian Kembali UU
Pasal 92 Ayat (1), (2), dan (3) UU 7/2004 Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA,
tentang sumber daya air, dapat dinilai 2) UU 7/2004 mengandung muatan
bahwa MK memiliki kewenangan tersebut penguasaan dan monopoli sumber-
dengan mengacu pada Pasal 24C Ayat (1) sumber daya air yang bertentangan
UUD NRI 1945, Pasal 10 Ayat (1) huruf a dengan prinsip-prinsip dikuasai negara
UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 dan dipergunakan untuk sebesar-
Ayat (1) huruf a UU Kekuasaan besarnya kemakmuran rakyat;
Kehakiman  yang pada  dasarnya 3) UU 7/2004 mengandung muatan yang
menetapkan bahwa salah satu kewenangan memposisikan bahwa penggunaan air
MK adalah mengadili pada tingkat adalah condong untuk Kkepentingan
pertama dan terakhir yang putusannya komersial;
bersifat final untuk menguji undang- 4) UU 7/2004 mengandung muatan
undang terhadap Undang-Undang Dasar. yang memicu konflik horizontal;
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5 UU 7/2004 seolah-olah
menghilangkan  tanggung jawab
negara dalam pemenuhan kebutuhan
air;

6) UU 7/2004 merupakan undang-
undang yang diskriminatif.

Atas berbagai pertimbangan di atas,
mahkamah kemudian memutuskan dan
menyatakan:

1) Mengabulkan permohonan pemohon

I, 1, 1V, V, VI, VII, VIII, IX, X dan

XI1, kecuali Pemohon Il

2) UU 7/20104 tentang sumber daya
alam bertentangan dengan UUD NRI

1945 dan tidak memiliki kekuatan

hukum mengikat

Pengaturan Sumber Daya Air Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
85/PUU-X1/2013
Implikasi Hukum

Pembatalan UU 7/2004 tentang
sumber daya air oleh mahkamah konstitusi
adalah konsekuensi logis dari
pengadopsian teori perundang-udangan di
atas. MK menjadi Lembaga yang
membatalkan undang-undang jika dalam
pertimbangannya mesti dibatalkan karena
bertentangan dengan UUD 1945. Artinya,
dari sisi tata peraturan perundang-
undangan berdasarkan UU 11/2012 jo
15/2019, sudah tepat apa yang dilakukan
oleh MK.

Pembatalan UU 7/2004 tersebut
kemudian memberikan implikasi hukum
terhadap pengaturan sumber daya air.
Implikasinya adalah terjadinya
kekosongan hukum yang mengatur tentang
sumber daya air. Mencegah hal tersebut
terjadi, dalam putusannya, MK kemudian
menetapkan untuk mengembalikan
pengaturan sumber daya air ke peraturan
sebelumnya yaitu uu 11/1974.
Pemberlakuan kembali oleh Mahkamah

dimaksudkan untuk menghindari
terjadinya kekosongan hukum
(rechtvacuum) vyang dapat berakibat
terjadinya kekacauan hukum

(rechtsverwarring) dan sembari menunggu

pembentukan undang-undang baru terkait
sumber daya air.

Implikasi hukum lainnya terhadap
enam peraturan pelaksana UU 7/2004 yang
terbit sebelum berakhirnya masa sidang
dalam perkara uji konstitusionalitas UU
7/2004 tersebut, dibatalkan
keberlakuannya oleh Mahkamah karena
dianggap tidak memenuhi enam prinsip
dasar pembatasan pengelolaan sumber
daya air sebagaimana yang ditetapkan oleh
Mahkamah.

Putusan MK ini berimplikasi pula
pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (selanjutnya disebut UU 32/2009),
bahwa berbagai jenis perizinan yang telah
diterbitkan berdasarkan rezim UU 7/2004
tetaplah harus diakui legalitasnya sampai
berakhirnya masa berlakunya izin namun
tidak diperkenankan bertentangan dengan
prinsip-prinsip dasar pembatasan
pengelolaan sumber daya air. Oleh karena
itu, instansi/pejabat yang berwenang
menerbitkan  izin  sudah  seharusnya
bersikap  proaktif untuk  melakukan
evaluasi terhadap berbagai izin yang telah
diterbitkan. Sedangkan, UU 11/1974 yang
diberlakukan kembali harus
memperhatikan keterkaitan dengan UU
32/2009 karena air merupakan salah unsur
yang penting dan berpengaruh bagi
lingkungan hidup dan juga pada Pasal 44
UU 32/2009 menyatakan bahwa” Setiap

penyusunan peraturan perundang-
undangan pada tingkat nasional dan
daerah wajib memperhatikan

perlindungan fungsi lingkungan hidup dan
prinsip perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pada tanggal 15 Oktober 2019
ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
yang hadir untuk mengatur pengelolaan
sumber daya air sekaligus menggantikan
UU 11/1974 dianggap tidak sesuai lagi
dengan konteks pengelolaan sumber daya
air di zaman sekarang.
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Paradigma Pengaturan Sumber Daya
Air

Perubahan pengaturan sumber daya
air dapat diidentifikasi dalam beberapa
fase, mulai dari UU 11/1974 ke UU
7/2004, kemudian dikembalikan ke UU
11/1974 atas Putusan MK Nomor 85/PUU-
X1/2013

yang membatalkan UU 7/2004.
Kemudian diakhiri dengan ditetapkannya
UU 17/2019 pada 5 Oktober 2019.
Perubahan pengaturan tersebut adalah
upaya untuk mencari bentuk ideal dari
pengaturan sumber daya air demi
mewujudkan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Roh Pengaturan Sumber Daya Air

Roh pengaturan sumber daya air di
atas memberikan pemaknaan bahwa rakyat
sebagai pemilik dari sumber daya air yang
dimiliki secara kolektif sehingga air
dipahami sebagai hak publik (res
commune), yaitu suatu hak yang dimiliki
oleh masyarakat secara bersama-sama.
Kepemilikan ini bersumber  dari
pemahaman bahwa kedaulatan berada
ditangan rakyat. Artinya, pemegang
kekuasaan tertinggi berada ditangan
rakyat, termasuk semua sumber daya alam
yang ada diwilyah Indonesia. Bahwa
negara hadir hanya sebagai penerima
mandar rakyat yang bertugas untuk
mengelola sumber daya air melalui hak
penguasaan negara tanpa melupakan
tujuan pemberian mandat tersebut, yaitu
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Atas konstruksi Pasal 33 Ayat (3)
UUD 1945 tersebut, mahkamah kemudian
memberikan bentuk penguasaan negara
yaitu untuk mengadakan kebijakan (beleid)
dan tindakan pengurusan (bestuursdaad),
pengaturan (regelendaad), pengelolaan
(beheersdaad), dan pengawasan
(toezichthoudensdaad) yang ditempatkan
pada posisi yang sama. (i) Fungsi
kebijakan dilakukan engan merumuskan
kebijakan hukum dalam tata pengelolaan
peguasaan. (i)  Fungsi  pengurusan
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dilakukan Pemerintah dengan
kewenangannya untuk mengeluarkan dan
mencabut fasilitas perijinan (vergunning),
lisensi (licentie), dan konsesi (consessie).
(iif) Fungsi pengaturan dilakukan melalui
kewenangan legislasi oleh DPR bersama
Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah.
(iv) Fungsi pengelolaan dilakukan melalui
mekanisme pemilikan saham  (share-
holding) dan/atau sebagai instrumen
kelembagaan, (v) Fungsi pengawasan oleh
negara dilakukan Pemerintah, dalam
rangka mengawasi dan mengendalikan
agar pelaksanaan penguasaan oleh negara.
Tujuannya adalah untuk mengelola sumber
daya air demi mewujudka sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai
instrumen, kewenangan untuk
mengeluarkan izin juga dapat diartikan
sebagai persetujuan

dari  pihak  yang  berwenang
berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Mencegah terjadinya penyimpangan
nilai dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945,
seperti yang terjadi pada UU 7/2004,
mahkamah kemudian memberikan 5 (lima)
batasan terhadap pembentukan pengaturan
sumber daya air. Batasan ini berlaku bagi
peraturan dibawah dari UUD 1945 secara
hirearki, daalam hal ini undang-undang,
termasuk  peraturan  pelaksana  yang
nantinya dibentuk dari undang-undang
sumber daya air. Batasannya adalah
sebagai berikut:

1) Bahwa setiap pengusahaan atas air
tidak boleh mengganggu,
mengesampingkan, apalagi
meniadakan hak rakyat atas air
karena bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya
selain harus dikuasai oleh negara,
juga peruntukannya adalah untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2) bahwa negara harus memenuhi hak
rakyat atas air.  Sebagaimana
dipertimbangkan di atas, akses
terhadap air adalah salah satu hak
asasi tersendiri maka Pasal 281 ayat
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(4) menentukan, “Perlindungan,
pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak asasi manusia adalah
tanggung jawab negara, terutama
pemerintah.”

3) Bahwa negara harus mengingat
kelestarian lingkungan hidup, sebab
sebagai salah satu hak asasi manusia,
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
menentukan, “Setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan
sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.”

4) bahwa sebagai cabang produksi yang
penting dan menguasai hajat hidup
orang banyak yang harus dikuasai
oleh negara dan air yang menurut
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus
dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat maka
pengawasan dan pengendalian oleh
negara atas air sifatnya.

IV. KESIMPULAN

Atas pertimbangan bahwa para
pemohon melampirkan identitas dan akta
pendirian berbadan hukum, maka para
pemohon dari  pemohon 1 sampai
pemohon 11 yang memiliki kedudukan
hukum (legal standing) kecuali pemohon
3. Terhadap pokok permohonan, bahwa
keberadan UU  7/2004  benar-benar
merugikan para pemohon, yang memiliki
hubungan sebab akibat dan jika undang-
undang tersebut dibatalkan maka kerugian
tersebut dapat berhenti

Terhadap pengaturan SDA,
Implikasi pembatalan UU 7/2004 maka
dikembalikan ke UU 11/1974 sampai
dibentuk UU terbaru yang mengatur SDA.
Lalu, dibentuk UU Nomor 17 Tahun 2019
Tentang Sumber Daya Air untuk
mengganti UU 11/1974 yang tidak sesuai
dengan konteks zaman
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